BAB Il

SANKSI PIDANA MATERIIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI PERANTARA

DALAM JUAL BELI NARKOTIKA

A. Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana
Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP diatur dalam
Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Permufakatan jahat
(samenspanning) diatur secara khusus vyaitu hanya terhadap

kejahatan-kejahatan seblﬂala-dﬂM Pasal 104, 106, 107

dan.108 KUHP Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapat
diberlakukan untuk semlStiQJDanQ Lan@aﬁa Jale@ WHP, jadi
bersifat eksepsional (pengeculian) sebagaimana yang disebutkan
dalam Pasal 110 KUHP tersebut.

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat
dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai
permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan
pengertian permufakatan jahat sebagai berikut : "Dikatakan ada
permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan

melakukan kejahatan”.”®

6 Claudie A. Kermite, Dlik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Loc. Cit.,
him. 35
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Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan
bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera
setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk
melakukan kejahatan tersebut.””  Disini permufakatan jahat
merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan
melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya
kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108
KUHP. 78

Wirjono Pro*@taﬁm sebagai bijzondere

deelneming.atau.sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus.” Apa
yang dimaksud dengan lgugt rg;rgjnggf tnyikf@sbé\{ersebut
oleh Wirjono Prodjodikoro tidak dijelaskan lebih lanjut. Barang kali
maksud pengertian yang disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro
tersebut adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki
kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifit khusus. Perbedaannya
bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah

melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam

7P.A.F.Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan
Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 2006, him.90.

8 Ibid., him. 91

® Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika
Aditama, Bandung, 2003, him. 202.
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permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi
yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat
yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk
melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 104,106,107 dan
108 KUHP.

Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti
permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (poging)
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana
percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksaan
dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku.

Apabila melihat rumusan'iB IiaAeM(atan jahat, maka niat

dalamJpermufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan
persiapan (voorbereidinﬁog;ah QerLkaQnﬁaer @n ifi belum
ada.®®

Melihat bentuk dari permufakatan jahat tersebut timbul
pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP harus dijatuhi
hukuman? Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang memandang
kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai
kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap

keselamatan Negara. Oleh karena itu kejahatan yang

80 | eden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Op. Cit., him. 42
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disebut staatsgevaarlijke misdrijven (kejahatan terhadap keselamatan
Negara), sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan
itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada
pada voorbereidingsstadium.8?

Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah
dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan
dalam Pasal 104,106,107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang
serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap
pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan ini yaitu
permufakatan jahat dapatlah dikategorikan

sebagai TatbestandausdI!—Bqlﬂjﬁqutinya dasar yang

memperuasgrumusan  delik atau = memperbanyak jumlah
delik.®° Karena__delik pgoglJ;] QLQ»J lQe tualn—@w pasal
104,106, 107 dan 108 KUHP, sedangkan permufakatan adalah delik
tambahan atau perluasan dari delik pokok tersebut. Sama halnya
dengan tindak pidana percobaan (poging) juga merupakan
Tatbestandausdehnungsgrund dari  delik  pokoknya. Misalnya
percobaan dalam tindak pidana pencurian, disini pidana pokoknya
adalah pencurian Pasal 362 KUHP sedangkan percobaan terhadap
pencurian tersebut telah pula dianggap sebagai delik, inilah yang

dimaksud dengan perluasan delik tersebut.

81 Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II, him. 71.
82 A.Z.Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujuduan Delik
dan Hukum Penintensier, Raja Grafindi, Jakarta,2006, him.25.
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Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang
ada di Indonesia, ternyata tindak pidana permufakatan jahat ini juga
dimasukan dalam ketentuan undang-undang pemberantasan
Narkotika yaitu UU nomor 35 tahun 2009. Ketentuan ini dapat kita
lihat dalam Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (2),
Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2). Mengenai pengertian
Permufakatan Jahat ternyata undang-undang nomor 22 tahun 1997
memberikan pengertian sendiri. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1
angka 17 yang isinya sebagai berikut : Permufakatan jahat adalah
perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepekat untuk

melakukan tindak pidana'\@tlisA M

Pengertian, Permufakatan jahat sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 angka 175&@)@[@@4%”@ engLrtiQ Wg sama
dengan Pasal 88 KUHP. Hanya saja dalam Pasal 1 angka 17 sedikit
tambahan yaitu adanya frasa “perbuatan” dan frasa “dengan maksud”.
Penambahan frasa “dengan maksud”, dirasa terlalu berlebihan,
karena adanya kesepakatan tentu dilakukan dengan maksud
(kesengajaan) karena tidak mungkin ada kesepakatan tanpa ada
kesengajaan.

Ternyata dalam ketentuan undang-undang Narkotika Pasal
yang dapat dikenakan permufakatan jahat juga dibatasi, yaitu pasal-

pasal seperti yang telah disebutkan diatas.Dimasukannya ketentuan

8 Ibid., him. 27
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permufakatan jahat sebagai tindak pidana barang kali dikarenakan
tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
Pasal 78,79,80,81 dan 82 dipandang sebagai kejahatan yang serius
dan sangat membahayakan, terutama bagi kehidupan warga Negara
Indonesia.®*

Masalah yang muncul dalam praktek terutama dalam hal
pembuktian adanya tindak pidana permufakatan jahat tersebut.
Karena kesulitan yang akan didapat adalah menemukan bukti-bukii
adanya kejahatan tersebut. Misalnya bukti-bukti apa yang bisa
dijadikan bahwa telah ada kata sepakat untuk melakukan tindak

pidana narkotika. Bili ﬁnﬂMan tindak pidana

sebagaimanasdiatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP boleh
jadl_pasal-pasal dalam %Q’QQQ |jauQ rfean@n\éA untuk
ditemukannya bukti-bukti, seperti dokumen-dokumen maupun rapat-
rapat. Kendati demikian dalam praktek hampir dapat dipastikan belum

ada tindak pidana permufakatan jahat yang pernah disidangkan.

Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika
Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu

perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan,

dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau

direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang

84 p.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op. Cit., him. 74
8 lbid., him. 75
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Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat
hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok.

Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat
dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi,
segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk
melakukan".

Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan
hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika
dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih

banyak aparat penegak vaBw EIrAeManerapkan Pasal 132

ayat. (L) LJUNuatuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang
dilakukan oleh dua orangaagllah@ O | O |— a W

Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat
yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1
angka 18 UU Narkotika dianggap sebagailLex Specialist dari
KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UU Narkotika sebagai berikut:
"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang
bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,
membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi

8 Claudie A. Kermite, Dlik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Loc. Cit.,
him. 52
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kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana
narkotika,".

Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan
unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif.
Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja
unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai

suatu tindak pidana permufakatan jahat.®’

Ancaman Pidana Bagi Perantara Jual Beli Narkotika
Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika terdapat sejurIIBaEi ﬁMl orang yang menjadi

calo/perantara..dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi
tersebut_berbeda-beda grg;nmppgi jer]C;]oanerMrkotika,
beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau
narkotika siap pakai).?® Berikut kami uraikan satu-persatu sanksi

pidana bagi perantara transaksi/jual beli narkotika:®

No

Perbuatan Sanksi Pidana

Perantara dalam | Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
transaksi  Narkotika | hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
Golongan | membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau

8 bid., him. 53
8 Fuad Hasan dalam Hetie. Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika

serta Penanggulangannya, Op. Cit., him. 66

8 Rangkuman penulis



https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
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menyerahkan Narkotika Golongan
I, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).” (Pasal 114 ayat [1]

UU Narkotika)

Perantara dalam Jual

Beli
Golenganmmbmedalam
Bentuk Tanaman

yang Beratnya

Melebihi 1  (satu)
Kilogram atau
Melebihi 5 (Lima)

Batang Pohon atau
dalam Bentuk Bukan
Tanaman yang
Beratnya Melebihi 5

(Lima) Gram

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk

Narkotikal BIIEHA Meli, menjadi perantara

dala jualbeli menyerahkan,

AChool oL aw.

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yang
dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1
(satu) kilogram atau melebihi 5(lima)
batang pohon atau dalam bentuk bukan
tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku
dipidanadengan pidana mati, pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling singkat 6 (enam)tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda maksimum sebagaimanadimaksud
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ditambah 1/3

[2]

pada ayat

(1)

(sepertiga). (Pasal 114 ayat uu

Narkotika)

Perantara dalam Jual
Beli Narkotika

Golongan I

r'\

,-

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan

hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan

II, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12

I (B tElsALM pidana denda paling

sed|k Rp 800 000.

FQ@ Ne

8.000.000.000,00

fQOO (delapan ratus
li @a\@ék Rp.
(delapan miliar

rupiah).” (Pasal 119 ayat uu

[1]

Narkotika)

Perantara dalam Jual
Beli Narkotika

Golongan I

yang
Beratnya Melebihi 5

(Lima) Gram

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan Il sebagaimana dimaksud pada

1)

gram, pelaku dipidana dengan pidana mati,

ayat berathya melebihi 5 (lima)
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pidana penjara seumur hidup, atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
119 [2] UU

(sepertiga). (Pasal ayat

Narkotika)

Perantara dalam Jual
Beli Narkotika

Golongan Il

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli,

menerima, menjadi perantara

rr'\

[BLAN] e o

menyerahkan Narkotika Golongan
q Q QQ gan Qn}éé paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta

rupiah)  dan paling banyak Rp.

5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah). (Pasal 124 ayat [1] UU Narkotika)

Perantara dalam Jual

Beli Narkotika
Golongan Il yang
Beratnya Melebihi 5

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika
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(Lima) Gram Golongan Il sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,
pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda maksimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

(Pasal 124 ayat [2] UU Narkotika)

Selain ketentuan-ketentuan sanksi pidana bagi orang yang

menjadi perantara traninBaIE[iAerM ada juga ketentuan

bagigerangmyangsmenjadi perantara transaksi prekursor narkotika.
Prekursor narkotika ada@ gh@bgarn p la Jm\@o%\én kimia
yang dapat digunakandalam pembuatan Narkotika (Pasal 1 angka 2
UU Narkotika).

Ketentuan pidana bagi perantara jual beli prekursor narkotika
terdapat dalam Pasal 129 yang berbunyi:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak
atau melawan hukum :
1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor

Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
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2. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor
Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

4. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor

Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”°

IBLAM

— School of Law

% pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



